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ABSTRACT

Administrative law as a public law rcgulates the leeal interaction hetween the state and
the public, cspecially in the execution of decentralization and autonomy. The Minister of
Home Affairs as one of the official in Indonesian government acls as a daily executor of
the state authority, as the legistator and to execute the administrative law. As regulated
in Law No. 32/2004 concerning the Local Government, the central government has a part
in drafting the local regulation. In the central government. President acts as the top
administrator. In reality. the Minister of Home Affairs as one of his assistants conducted
most of the interactions in drafting the local regulation. This article discussed the Law
No. 3272004 to reveal the process of this interaction based on the theory that there seems
to be a nusinterpretation between the article 145 (1) and article 185 (5) of the regulation
mentioned.
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PENDAHULUAN
Pada dasarnya hukum vyang
mengatur penvelenggaraan de-
sentralisasi dan otonomi adalah
hukum publik, yaitu hukum yang
mengatur hubungan hukum an-
tara kekuasaan negara dengan
masyarakat. Salah satu bagian
dari hukum publik adalah Hukum
Administrasi Negara (adminisira-
tive law, droit administrative, ver-
waltungsrecht, bestuursrecht, ad-
ministratiefrecht),
Hukum Administrasi
mengatur administrasi

Negara
negara.

" Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara Fakarta.

Dalam bahasa Inggris adminis-
trasi negara disebut public admi-
nistration  atau  administration.
Dalam buhasa Belanda disebut
bestuur atau administratie, yang
mencakup organisasi, individu
sebagai pemegang peran organi-
sasi, serla berbagar aktivitasnya
di Juar dari pembentuk peraturan
perundang-undangan dan pera-
dilan. G.J. Gordon mengartikan
administrasi negara sebagai:
- all  processes, organiza-
tions, and individuals (the la-
tter acting n official positions
and rofes) associated with
carrving out luws and other
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und roles}) associated with
carrying out laws and other
rules  adopted or issued by
legislatures,  executives, and
courts™. (George J. Gordon,
1982: 6)

Pecmerintah sebagai pelaksana
sehari-hart kckuasaan negara me-
rupakan pembuat dan pelaksana
dari hukum administrasi nega-
ra. Pemerintah dalam hal ini dapat
menciplakan  aturan  atau  hukum
administrasi negara dan juga me-
laksanakannya

Dalam sejarah penyelengga-
raan pemcrintahan, ketiga aspek
vang disebut di atas (struktur,
fungsi, aktivitas) mengalami per-
ubahan. Dalam masa Laissez Faire
State (nachtwachterstaat / negara
penjaga malam), pcran negara
hanya dalam bidang ketertiban dan
penegakan hukum. Negara tidak
campur langan dalam bidang so-
stal dan ekonomi kemasyarakatan.
karcna itu motto yang dide-
ngungkannyva adalah “the best
government is the feast govern-
ment”. Pada saat pegara baru
lerbentuk, orang yang semula
berada pada status naturalis ber-
ubah menjadi status civilis (war-
ga negara), dan hak-hak perseo-
rangannya mulai diserahkan kepa-
da penguasa untuk dikelola (Sa-
fri Nugraha. ct.al, 2005: 21). Pada
waktu itu kekuasaan negara ma-
sth berada pada satu tangan,
vaite tangan Raja absolut (jika
memujam  teori Trias politika

Montesquiew kekuasaan negara
meliputi eksekutif, legislatif dan
yudikatif). Kekuasaan seperti itu
pernah dilakukan oleh Raja abso-
lut Perancis hingga Raja yang
sangat terkenal yaitu Raja Louis
XIV dengan semboyan L’ efat
Ces Moi (Victor Situmorang,
1989: 27}.

Negara penjaga malam me-
miliki baik jumlah organisasi
dan jumlah Sumber Dayva Manu-
sia (SDM) administrasi sangat
sedikit, sehingga organisasinya
ramping dan tidak hirarkis, Ne-
gara 1y gagal mensejahterakan
masyarakatnya, sehingga mendo-
rong perubahan peran negara, yang
pada akhirnya berkembang menja-
di ncgara kesejahteraan (Welfare
Stare).

Dalam negara Welfarestare,
peran negara membesar, yakni
tidak hanya bertalian dengan
maintenance law and order, me-
lainkan negara turut campur ta-
ngan intensif dalam bidang sosial
ekonomi masyarakat. Akibatnya
Peran administrasi negara berke-
cimpung di bidang maintenance
law and order, service procedure
and delivery, development allo-
cation of resources, regulation,
conflict resolution, and nation
integration. Karena itu dalam wel-

farestate terjadi berbagai kecen-

derungan membesarnya organi-
sast dan SDM administrasi
negara. Sadar atau tidak sadar
terjadi pula kecenderungan over
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centralization, over regulation,
dan birocratization. Pada masa
sekarang kecenderungan tersebut
dinilai tidak demokrasi, mencip-
takan kelesuan masyarakat, dan
kontra produktif.

Dalam hidup bernegara, ma-
nusia sejak fahir sampai dengan
meninggal dunia terikat dengan
berbagai aturan yang dibuat pe-
nguasa. Contoh ketika manusia
lahir harus membuat akta kela-
hiran. Dalam perjatanan hidupnya
manusia dilingkupi berbagai per-
aturan yang mengikat warga ma-
syarakat yang membawa konse-
kuenst terhadap berkurangnya
hak asasi manusia. Pada waktu
meninggal, manusia juga harus
membuat  keterangan  kematian.
Campur tangan penguasa fer-
schut, pada akhirnya dilakukan
oleh para pejabat administrasi
negara, sehingga perlu dibentuk
hukum yang mengatur segala
aktivitas dan bilamana timbul
konflik dapat diselesaikan secara
hukum  (Prajudi  Atmosudirdjo,
1988: 26-27).

Bagaimana dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia?
Jika dikaitkan dengan ruang ling-
kup tugas pemerintahan, sccara
filosofis konstitusional jelas di-
nyatakan bahwa Indonesia menga-
nut prinsip negara hukum yang
dinamis atau welfare state. Hal ini
karena negara wajib menjamin
kesejahteraan sosial masyarakat.

INTERVENST MENDAGRI DALAM
PEMBENTUKAN PERDA DITINJAU DARI..

Pernyataan ini dinyatakan secara
tcgas pada Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam alinea
IV, yang anlara lain memuat em-
pat macam tujuan negara, yaitu
melindungl segenap bangsa dan
scluruh tumpah darah Indonesia,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
melindungi Kkesejahteraan u-
mum, ikut melaksanakan ke-
tertiban dunia berdasarkan ke-
merdakaan. perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

SDM dalam administrasi ne-
gara merupakan appointed offi-
ciaf (orang orang herdasarkan pe-
ngangkatan). dan berbasis pega-
wai negeri. Frederick C. Mosher
menyatakan: “The grear bulk of
decisions and actions taken by
governments are determined or
heavily influenced by adminis-
trative offictals, most of whom
are appointed, not elected”.
(Frederick C. Mosher, 1982: 3).
Berbeda dengan itu, keberadaan
SPM dalam lembaga pembentuk
kebijakan didasarkan pada pemi-
lihan sebagai elected official,
dan berbasis partai politik. Wa-
laupun demikian, kedua kelompok
sumber daya manusia tersebut
memiliki persamaan, yakni mem-
buat berbagai keputusan.

Keputusan  vyang  dihasilkan
oleh elected official adalah ke-
putusan politik, yang kerapkali
tertuang schagai norma  hukum
umum. Norma hukum umum



ERAHUKUMNQ. J/TH. 14/SEPTEMBER 2006

adalah suatu norma hukum vyang
ditujukan untuk orang banyak
(addressat-nya umum) dan tidak
untuk orang tertentu. Norma hu-
kum vmum ini sering dirumuskan
dengan skata “barang siapa...”,
atau  “setiap orang...”, ataupun
Tsetiap  warga negara..” dan
sebagainya, sesuai addressatnya
vang dituju (Maria Farida Indrati
Soeprapto, 1998: 28).

Keputusan yang dibentuk oleh
appointed official adalah kepu-
tusan administrasi untuk meng-
implementasikan keputusan po-
litik. Dalam wacana hukum admi-
nistrasi negara, sering dipersoalkan
kaitan kedua macam keputusan di
atas dengan demokrasi. Sementara
keputusan yang dihasilkan oleh
appointed official perlu diusaha-
Kan agar tetap memenuhi tuntutan
demokrasi.

Keputusan politik  dipandang
demokratis, karena pembentukan-
nya dilakukan oleh lembaga vang
dibentuk berdasarkan pemilihan
rakyvar. Hal ini sesuai dengan
konsep government by the people.
Keputusan politik itu dipandang
telah aspiratif bagi rakyat. Ba-
gaimana dengan keputusan admi-
nistrast Negara?

Pertanyaan di atas kerapkali
muncul. namun  agar keputusan
administrasi negara aspiratif’ maka
pembentukan keputusan adminis-
trast negara harus berpegang te-
guh  pada landasannya yakni
Keputusan politik. Dalam hukum

para appointed official harus men-
junjung tinggi asas legalitas. Se-
lain itu, perlu ditumbuhkembang-
kan di kalangan appointed official
adanya suvatu responsibility. Ada
2 (dua) macam responsibility, vai-
tu (a) objective responsibility
dan (b) subjective responsibility.

Objective responsibility ada-
lah pertanggungjawaban kinerja
seseorang kepada atasannya da-
tam organisasi. Atasannya perlu
melengkapi kescsuaian  Kinerja
yang diperlanggungjawabkan itu
dengan keputusan politik yang
menjadi landasannva (kesesuai-
an pertanggungjawaban dengan
asas legalitas). Sesuar dengan
hat itu. Atasan juga perlu
menerapkan sistem reward dan
punishment terhadap Kinerja yang
scsual dan yang tidak sesuai de-
ngan asas legalitas. Dalam prak-
tik,ohjective responsibility  ini
sering  diartikan dengan respon-
sibility saja dan bertalian dengan
internal kKontrol.

Subjective  responsibility ada-
lah pertanggungjawaban dari sc-
scorang appointed official kepada
siagpapun yang dianggap layak
diberi pertanggungjawaban (mi-
salnya masyarakat, Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah/DPRD,
Pengadilan, dan lain-lain). Sub-
jective responsibility ini sering
diartikan sebagai accountability,
dan bertalian dengan eksternal
kontrol (yudisial, sosial, legis-
latify,
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Kedudukan keputusan politik
itu sangat penting untuk tercipta-
nya peraturan perundang-undang-
an yang baik. Karena itu perlu
produk hukum dari keputusan
politik yang dirumuskan secara
tepat  dan aspiratif.  Untuk it
protesialisme sumber daya ma-
nusia (elected. appointed) periu
dijunjung tinggl, agar orang-
orang itu mampu merumuskan
hukum yang tepat.

Dalam tataran penyelenggara-
an otonomi daerah. yang disebut
appointed official adalah SDM
dalam perangkat dacrah, seperti
Sekretariat Dacrah, Sckretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) dan Lembaga Tek-
nis Daerah (provinsi dan kabu-
paten/kota), Kecamatan, dan Kelu-
rahan, Berbeda dengan itu elected
official terdiri dari anggota De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan Kepala Daerah
{KDH). Keputusan elected official
adalah Peraturan Daerazh (Perda)
dan Pcraturan KDH, sedangkan
keputusan  appointed  official
adalah  Keputusan KDH  dan
berbagai keputusan para appointed
official lainnya.

PERMASALAHAN
Permasalahan di sint terkait
dengan ketentuan Pasal 185

Ayat UU No. 32 Tahun 2004
yang kemudian ditindaklanjuti

INTERVENST MENDAGRI DALAM

PEMBENTUKAN PERDA DITINJAU DARI. .

dengan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) ter-
tanggal 21 September 2005 me-
ngenail evaluasi rancangan Perda
(Raperda) tentang Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah (AP-
BD). Dalam kedua ketentuan ter-
sebut Menteri Dalam Negeri dibert
wewenang  untuk  mengevaluasi
Raperda APBD hahkan dapat
membataikan Perda APBD  yang
sudah disahkan. Bukankan itu
merupakan bentuk intervensi Peme-
rintah  Pusat terhadap otonomi
dacrah? Sejauhmana kewenangan
itu dapat mengatur dan meng-
itervensi  kewenangan  daerah,
khususnya dalam hal pembuatan
Perda APBD?

IILPEMBAHASAN

A. Materi Muatan Perda

Pada April 2006 beberapa me-
dia cetak memberitakan adanya
sejumlah Peraturan Daerah dan
beberapa  peraturan  perundang-
undangan di dacrah di tanah air
yang dibatalkan oleh Pemerintah
Pusat karcna bertentangan dengan
peraturan  perundang-undangan
vang lebih tinggi. Di sisi lain
tidak sedikit Peraturan Daerah
yvang ditolak oleh masyarakat ka-
rena Perda tersebut justru membe-
ratkan masyarakat di daerah yang
bersangkutan, baik memberatkan
usaha petant dan pengusaha di
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dacrah atau karena dipandang
membatast ruang gerak masyara-
kat untuk beraktivitas.

Sejak tahun 2000, melalul
Ketetapan MPR Nomor IIVMPR/
2000 tebtang Sumber Tertib Hu-
kum dan Tata Uruatan Peraturan
Perundang-undangan, jenis pera-
turan duerah (perda) sudah secara
resmi menjadi sumber hukum dan
masuk dalam tata urutan peraturan
perundang-undangan. Di dalam
Pusal 3 Avat (7) Ketetapan ter-
sebut ditegaskan bahwa peraturan
dacrah merupakan peraturan un-
tuk melaksanakan aturan hukum
di atasnya dan menampung kon-
disi  khusus dari daerah vyang
bersangkutan. Kemudian dalam
Pasal 4 Avyat (1) dinyatakan,
scsual dengan tata urutan per-
aturan perundang-undangan ini,
maka setiap aturan hukum yang
lebth rendah tidak boleh ber-
tentangan dengan aturan hukum
yang lebih tinggi. Apalagi tat-
kala lahir Undnag-Undang No-
mor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Per-
undang-undangan, eksistensi
Pcraturan Daerah diatur secara
tegas  dalam  hirarki  peraturan
perundang-undangan.

Ketika otonomi daerah luas di-
culirtkan tahun 1999, sudah ribuan
Perda diprodukst oleh sejumlah
daerah di Indonesia tetapi kesa-
daran pemerintah daerah untuk
melaporkan  peraturan-peraturan
daerah vang sudah dikeluarkan

kepada pemerintah pusat masth
rendah. Dari total peraturan daerah
yang diterbitkan sekitar 13.520
peraturan, hanya 5.054 peratur-
an yang telah dilaporkan kepa-
da Departemen Dalam Negerl,
sehingga Pemerintah sulit untuk
bisa memantau secara langsung
Perda-perda yang ada di scluruh
Indonesia. Menurut Sekretaris Jen-
deral Departemen Dalam Negeri
Progo Nurdjaman, dari 5.054
Perda yang mengatur pajak dan
retribusi  vang diterima oleh De-
partemen Dalam Negen sejak tahun
2000, dit antaranya schanyak 930
Perda layak dibatalkan dan 3.966
lainnya layak dilaksanakan (Ano-
nim, 2006: 34).

Penyusunan Perda harus me-
menuhi tiga aspek, yakni aspck
yuridis, filosofis, dan sosiolo-
gis. Seringkali penyusunan Per-
da mengabaikan aspck sosiologis,
yakni hukum yang berlaku di
masyarakat. Karena tidak melihat
potensi dan karakteristik masya-
rakat, maka implementast Perda
banyak terganggu. Di sam-
ping itu, sebagian besar Per-
da yang bermasalah umumnya
bertentangan dengan aturan yang
lebih tinggi, terjadi tumpang tindih
antara kebijakan pusat dan daerah
serta tumpang tindih antara
pajak dan retribusi. Sebagian
besar pejabat di daerah yang
tidak  memahami  undang-
undang memaksakan Perda yang
berorientasi kepada keuntungan



jangka pendek tanpa memikirkan
akibat jangka panjang.

Ada scjumlah kalangan masya-
rakat yang mempertanyakan apa
maksud dari ketentuan yang me-
nyatakan® "sctiap aturan hukum
yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan aturan hukum
vang lcbih tinggi.” Dalam praktik
di lapangan scringkali dijumpai
berbagai jenis peraturan perundang-
undangan yang sebelumnya dike-
nal dengan nama Keputusan
Menteri, Peraturan atau Kepu-
(usan Mahkamah Agung, Keputus-
an Badan Pemeriksa Kcuangan,
Keputusan Bank Indonesia, dan
seterusnya, Peraturan atau kepu-
tusan terschut sckarang dinvatakan
dalam Undang-undang Nomor 10
Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (4} dan
penjclasannya  sebagai  peraturan
perundang-undangan. Beragamnya
peraturan perundang-undangan
terscbut juga cukup menyulitkan
pejabat daerah untuk memaham-
inya. Apakah peraturan-peratur-
an tersebut kedudukannya lebih
tinggl dari peraturan daerah?
Bagaimana kedudukan Perda
dikaitkan dengan peraturan ter-
sebut dalam hierarki peraturan
perundang-undangan? Apa  yang
harus dilakukan pemerintah agar
pejabat daerah tidak terus menerus
melakukan kesalahan dalam me-
mahami hierarki peraturan per-
undang-undangan dan membuat
peraturan daerah.

INTERVENSI MENDAGRI DALAM
PEMBENTUKAN PERDA INTINJAU DARI..

Sejumiah permasatahan di atas
layak untuk dikemukakan karena
pemahaman masyarakat terha-
dap otonomi dacrah sangat be-
ragam, sehingga perlu ditegaskan
koridor otonomi dacrah dalam bing-
kai yang jelas agar tidak keluar
jJauh dari rel yang sudah disepa-
kati bersama dan membahaya-
kan eksistensi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Setelah  pemerintahan  Orde
Baru bherakhir di tahun 1998,
lahir Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintahan Daerah. UU tersebut
mengatur beberapa prinsip menge-
nai Perda schagai berikut:

(1) Kepala Daerah menctapkan
Peraturan Duaerah dengan
persetujuan DPRD.

(2) Peraturan Daerah dibentuk
dalam rangka penyelengga-
raan otonomi, tugas pemban-
tuan dan penjabaran lebih lan-
Jut  peraturan  perundang-
undangan vang lebih tinggi.

{3) Peraturan Daerah tidak boleh
bertentangan  dengan kepen-
tingan umum, Peraturan Dae-
rah lamn, atau peraturan per-
undang-undangan vang lebih
tinggi.

(4) Perauran Daerah dapat me-
muat ketentuan beban bia-
ya paksaan pencgakan hu-
kum, atau pidana kurungan
paling lama enam bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Ii-




ERA HUKUM NO. {/TH. [4/SEPTEMBER 2006

ma juta rupiah.

(3) Keputusan kepata daerah dite-
tapkan untuk melaksanakan
Peraturan Daerah.

{0} Perda dan Keputusan kepala
daerabh yang mengatur, dimuat
dalam lembaran daerah.

(7) Peraturan Daerah dapat me-
nunjuk pejabat tertentn se-
bagar pcjabat penyidik pe-
langgaran Peraturan Daerah
(PPNS Perda dan keputusan
kepala daerah) (Bagir Manan,
2001; 136-143)

Biaya paksaan penegakan hu-
kum sebagaimana discbutkan pa-
da angka (4) di atas atau lazim
Juga disebut "dwangsom’ adalah
jumlah yang dikenakan pada sese-
orang vang tidak melaksanakan
kewajiban yang telah ditetapkan
akibat suvatu pelanggaran hukum.
Sclain sanksi "daya paksa" dan
ancaman pidana di atas, Perda
dapat juga memuat sanksi lain yang
disebul  bestuursdwang  seperti
pencabutan izin dan adminis-
tratief bocte (bestuurlifkeboete)
yaitu denda yang harus dibayar
akibat pelanggaran tertentu, mi-
salnya denda karena terlambat
membayar (Bagir Manan, 2001:
141-142).

Selain itu keputusan kepala
daerah yang disebutkan pada ang-
ka (5} di atas dapat bersifat me-
ngatir {regelen) atau ketetapan
(beschikking). Mengatur  dalam
arti yang tebih umum, dapat juga
mencakup keputusan kepala dae-

<y

rah sebagai aturan kcbijakan (be-
leidsregels) yang didasarkan pada
kebebasan bertindak (freis emme-
ssen, discretionary power). Se-
tain 1tu, keputusan kepala daerah
dapat juga dibuat atas kewenang-
annya sebagai pejabat administrasi
negara yang dilekati wewenang
tertentu  yang ditentukan oleh

(dalam) undang-undang (Bagir

Manan, 2001: 142).

Karena Perda merupakan hasil
kerja sama antara Gubernur/
Bupati/Walikota dengan DPRD,
maka tata cara pembentukan
Perda harus ditinjau dari bebe-
rapa unsur pemerintahan daerah
berikut:

(a) Unsur DPRD
Perda adalah suatu bentuk
produk legislatif tingkat dae-
rah, karena itu tidak dapat
terlepas dari DPRD. Keikut-
sertaan DPRD membentuk
Perda bertalian erat de-
ngan wewenang DPRD di
bidang legislatif atau yang
secara tidak langsung dapat
dipergunakan sebagai penun-
jang fungsi legisiatif.

(b) Unsur Kepala Daerah
Keikutsertaan kepata daerah
dalam pembentukan Perda
mencakup kegiatan-kegiatan;
(1) berdasarkan UU No. 22
Tahun 1999 kepala daerah
memegang kekuvasaan mem-
bentuk Perda, (2) bersama-
sama DPRD membahas Ra-
perda, (3) menetapkan Raperda



vang telah disectyjui DPRD

menjadi  Perda, dan (4)

mengundangkan Perda.
{c} Unsur Partisipasi

Partisipas]  dimaksud  sebagai

keikutsertaan pihak-pihak di

luar DPRD dan pemerintah

daerah dalam menyusun dan
membentuk  Raperda  atau

Perda (Bagir Manan, 2001:

77-78).

Adapun lingkup wewenang
membentuk Perda ditentukan bah-
wa Perda mengatur urusan ru-
mah tangga di bidang otonomi dan
urusan rumah tangga di bidang tugas
pembantuan. Di bidang otonomi,
Perda dapat mengatur segala u-
rusan pemerintahan dan  kepen-
tingan masyarakat yang tidak dia-
tur oleh Pusat (UU No. 22 Tahun
1999, Pasal 7). Di bidang tugas
pembantuan, Perda tidak menga-
tur substansi urusan pemerintah-
an atau kepentingan masyarakat.
Perda di bidang tugas pembantuan
hanya mengatur tata cara me-
faksanakan substansi urusan pe-
merintahan atau suatu kepenting-
an masyarakat (Bagir Manan,
2001: 72).

Kemudian dalam Undang-
Undang Nomor 235 Tahun
1999 tentang Perimbangan Ke-
uangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, Pasal 19 Ayat (3)
menyatakan, APBD, Perubahan
APBD, dan Perhitungan APBD
ditetapkan dengan Peraturan Da-

INTERVENST MENDAGRI DALAM
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erah. Dilanjutkan dalam Pasal 20
Ayat (1) dan (2), APBD ditetapkan
dengan Peraturan Daerah paling
lambat 1 {(satu) bulan setelah
APBN ditetapkan. Perubahan
APBD ditetapkan dengan Peraturan
Duerah selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya tahun
anggaran.

Pasal 23 Ayat (1) menegaskan,
ketentuan  tentang  pokok-pokok
pengelolaan  kcuangan Dacrah
diatur dengan Perda. Penjelasan
Ayat (1) memerinci  pokok-
pokok muatan Perda tersebut,
antara lain. kcrangka dan garis
besar  prosedur  penyusunan
APBD. kewenangan keuangan
Kepala Daerah dan DPRD,
prinsip-prinsip pengelolaan
kas, otorisasi pengeluaran kas.
tata cara pengadaan barang dan
jasa, prosedur melakukan pin-
jaman, dan pertanggungjawaban
keuangan. Avat {2) menetapkan,
sistern dan prosedur pengelolaan
keuangan Daerah diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah scsuai
dengan Perda scbagaimana di-
maksud pada ayat (1). Penjelasan
Ayat (2) menegaskan, sistem
dan prosedur pengelolaan keu-
angan Daerah meliputi, antara
lain, struktur organisasi, doku-
mentasi, dan prosedur terperin-
¢i dalam pelaksanaan pengelo-
Jaan keuangan. yang bertujuan
untuk  mengoptimalkan  efek-
tivitas, efisiensi, dan keamanan.
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Selain itu, sistemt dan prosedur

tersebut harus dapat menyediakan

informasi pada Pemerintah Pusat
secara  akurat dan tepat pada
waktunya.

Di* bidang otonomi, Perda
dapat mengatur berbagai jenis
pajak dan retribusi yang sudah
dilimpahkan ke daerah. Hal ini
dapat dikctahui dari ketentuan
yang ada di dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah. Di dalam Pasal
2 Ayat (1) dan (2) UU tersebat,
ditentukan fenis pajak Propinsi
terdiri dart:

a. Pajak Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air:

b. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di
Atas Alr;

¢. Puajak Bahan Bakar Kendara-
an Bermotor;

d. Pajak Pengambilan dan Pe-
manfaatan air Bawah Tanah
dan Air Permukaan.

Adapun  jenis pajak

Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

h. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame:

2. Pajuk Penerangan Jalan;

f. Pajak Pengambilan Bahan
Gralian golongan C;

g, Pajak Parkir.

310

A )
Setelah UU No. 22 Tahun

1999 digantt dengan UU No. 32

Tahun 2004,  prinsip-prinsip

pembentukan Perda ditentukan

sebagal berikut:

(1Y Perda ditetapkan oleh Kepa-
fa Daerah setelah mendapat
persetujuan hersama DPRD.

(2) Perda dibentuk dalam rang-
ka penvelenggaraan otono-
mi, tugas pembantuan, dan
merupakan penjabaran lebih
lanjut peraturan perundang-
undangan vang lebih tinggl
dengan memperhatikan ciri
khas masing-masing dacrah.

(3) Perda tidak bolch berten-
tangan dengan kepenting-
an umum dan/atau  pera-
turan perundang-undangan
yvang lebih tinggi.

{4y Perda dibentuk berdasar-
kan pada asas pembentuk-
an pecraturan  perundang-
undangan.

(5) Masyarakat berhak membe-
rikan masukan sccara lisan
atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pemba-
hasan Rapcrda.

(6) Perda dapat mcmuat ke-
tentuan beban biaya pak-
saan penegakan hukum, atau
pidana kurungan paling lama
¢nam  bulan  atau  denda
sebanyak-banyaknya Rp.
50.000.000,60 (lima puluh)
Juta rupiah.

(7) Peraturan kcpala daecrah
dan atau keputusan kepala



'

daerah  ditetapkan  untuk

melaksanakan Perda.

(8) Perda berlaku setelah di-
undangkan dalam lembar-
an daerah.

{9) Perda dapat menunjuk pe-
jabat tertentu sebagal peja-
bat penyidik pelanggaran
Perda {(PPNS Perda).

(10) Pengundangan Perda
dalam I.embaran Daerah
dan Peraturan Kepala Dae-
rah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa si-
dang, DPRD dan Gubemur atau
Bupati/Walikota menyampaikan
rancangan Perda mengenai mate-
ri yang sama, maka vang dibahas
adalah rancangan Perda vang di-
sampaikan oleh DPRD, sedangkan
rancangan Perda yang disampaikan
Gubernur atau bupati/Walikota di-
gunakan sebagai  bahan untuk
dipersandingkan.

Rancangan Perda yang telah
disetujui bersama oleh DPRD dan
Gubernur atau Bupati/Wali-
kota disampaikan oleh Pim-
pinan DPRD kepada Gubernur
atau Bupati/Walikota untuk dite-
tapkan sebagai Perda. Penyam-
paian rancangan Perda dilaku-
kan dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujul) hari terhitung
scjak tanggal persetujuan ber-
sama. Rancangan Perda ditetap-
kan oleh Gubernur atau Bupati/
Walikota paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak rancangan ter-
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sebut  disetujui bersama. Dalam
hal rancangan Perda tidak dite-
tapkan Gubernur atau Bupati/
Walikota dalam waktu 30 (tiga
puiuh) hari, rancangan Perda
tersebut sah menjadi Perda dan
wajib diundangkan dengan me
muatnya dalam lembaran daerah
(Pasal 43 UU No.10 Tahun 2004).

Menurut UU No. 32 Tahun
2004. Perda ditetapkan oleh kep-
ala dacrah setelah mendapat per-
sctujuan bersama DPRD. Perda
dibentuk dalam rangka penye-
lenggraan otonomi daerah pro-
vinsi/kabupaten/kota dan tu-
gas pembantuan. Perda meru-
pakan penjabaran lebih lanjut dari
peraturan perundang-undangan di
atasnya atau yang lebih tinggi
dengan memperhatikan ciri khas
masing-masing daerah. Perda
dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau per-
aturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Yang dimaksud de-
ngan "bertentangan dengan Ke-
pentingan umum" adalah kebi-
jakan yang berakibat tergang-
gunya Kkerukunan antar warga
masyarakat, terganggunya pela-
yanan umum, dan terganggunya
keientraman/ketertiban umum,
serta kebyakan yang bersifat
diskriminatif.

Dalam pembentukan pera-
turan daerah baik yang diatur
dalam UU No. 10 Tahun 2004
maupun menurut UU No., 32
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Tahun 2004 Pasal 137, harus
berdasarkan asas pembentukan
peraturan  perundang-undangan
yang meliputi: a. kejelasan to-
Juan, b. kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat, ¢. Kese-
suaian antara jenis dan materi
muatan, ¢, dapat dilaksanakan,
c. kedayagunaan dan kehasilgu-
naan, [ kejelasan rumusan, dan g.
keterbukaan. Maksudnya adalah
setiap  pembentukan  peraturan
perundang-undangan harus mem-
punyar tujuan yang jelas vyang
hendak dicapai.

Di samping itu, pembentuk-
an Perda harus memperhitung-
kan cfektivitasnya tersebut di
dalam masyarakat, baik sccara
filosofls, vuridis maupun sosio-
logis.  Peraturan  perundang-
undangan dibuat karena memang
benar-benar dibutuhkan dan ber-
manfaat  dalam mengatur  kehi-
dupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Dalam  proses
pembentukannya mulai dari
percncanaan, persiapan, penyu-
sunan. dan pembahasan bersifat
ransparan dan terbuka. Dengan
demikian scluruh lapisan masya-
rakat mempunyai kesempatan yang
seluas-luasnya untuk memberikan
masikan dalam proses pem-
bentukan peraturan perundang-
undangan.

Kemudian di dalam materi
muatan peraturan dacrah harus
mengandung asas: a. Pengayom-
an. b Kemanusiaan, c¢. Kebang-

saan, d. Kckeluargaan, e, Kenu-
santaraan, f. bhineka tunggal ika,
g. Keadilan, h. kesamaan kedu-
dukan dalam hukum dan peme-
rintahan, i. ketcrtiban dan kepas-
tian hukum, dan atau j. Keseim-
bangan, kescrasian, dan kese-
laranan. Selain asas tersebut,
peraturan daerah dapat memuat
asas lain sesual dengan substansi
peraturan dacrah yang bersang-
kutan.

Perda dapat memuat keten-
tuan tentang pembebanan biaya
paksaan penegakan hukum, selu-
ruhnya atau sebagian kepada
pelanggar scsuai dengan per-
aturan perundang-undangan,
Perda dapat memual  ancaman
pidana kurungan paling lama 6
(cnam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000.- (lima pu-
luh  juta rupiah). Perda dapat
memuat ancaman pidana atau den-
da selain yang telah diatur di atas,
sesuar dengan yang diatur dalam
peraturan  perundang-undangan
lainnya. Adapun yang dimaksud
dengan "biaya paksaan penegak-
kan hukum" yakni sanksi tam-
bahan dalam bentuk pembe-
banan biaya kepada pelanggar
Perda di luar ketentuan yang diatur
dalam ketentuan pidana.

B. Hirarki Peraturan
Perundang-undangan
Menurut sistem hukum Indo-

nesia, hukum tertulis (peraturan

perundangundangan) disusun da-



lam suatu tingkatan yang disebut
hirarki  peraturan  perundang-
undangan. Tata uvrutan menunjuk-
kan tingkat-tingkat dari masing-
masing bgntuk yang bersangkutan
di mana vang disebut lebih dahulu
mempunyai  kedudukan  lebih
tinggi  daripada  bentuk-bentuk
yang terscbut belakangnya (di
bawahnya). Di samping itu, tata
urutan mengandung konsekuensi
hukumi  bentuk  peraturan  atau
kctetapan yang tingkatannya lebih
rendah tidak boleh mengandung
materi yang bertentangan dengan
materi yang dimuat di dalam suatu
peraturan - yang bentuknya lebih
tinggi, terlepas dari soal siapakah
yang berwenang memberikan peni-
Jalan terhadap maten peraturan serta
bagaimana nanti  konsekuensinya
apabila materi suatu peraturan itu
dinilai bertentangan dengan materi
suatu peraturan yang lebih tinggi
(Ni'matul Huda, 2005:22). Hal ini
selaras dengan asas hukum /lex
superior deregat inferiori (hukum
yang lchih tinggi mengalahkan
hukum vyang tingkatannya di
bawahnya). Hal ini dimaksudkan
agar tercipta kepastian  hukum
dalam sistem hukum tertulis atau
peraturan perundang-undangan.
Ajaran tentang tata urutan
peraturan perundang-undangan
demikian mengandung beberapa
prinsip:
1. Peraturan perundang-undang-
an yang lebth tinggi kedudu-
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kannya dapat dijadikan lan-
dasan atau dasar hukum bagi
peraturan perundang-undang-
an yang lebth rendah atau
berada di bawahnya.

Peraturan perundang-undang-
an tingkat lebih rendah harus
bersumber atan memiliki dasar
hukum dari suatu peraturan
perundang-undangan  tingkat
lebih tinggi.

Isi atau muatan peraturan
perundang-undangan yang le-
bih rendah tidak boleh me-
nyimpangi atau bertentangan
dengan peraturan perundang-
undangan vang lebih tinggi
tingkatannya.

Suatu peraturan perundang-
undangan hanya dapat dicabut
atau diganti atau diubah de-
ngan peraturan  perundang-
undangan yang lebih tinggi
atau paling tidak dengan yang
sederajat.

Peraturan perundang-undang-
an yang sejenis apabila me-
ngatur materi  yang sama,
maka peraturan yang terbaru
harus diberlakukan, walaupun
tidak dengan sccara tegas
dinyatakan bahwa peraturan
yang lama itu dicabut. Selain
itu, peraturan yang mengatur
matert yang lebih khusus ha-
rus diutamakan dari peraturan
perundang-undangan vang le-
bih umum (Bagir Manan,
1996: 19).
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Konsekucnsi  penting  dari
prinsip-prinsip di atas, harus dia-
dakan mekanisme yang menjaga
dan menjamin agar prinsip ter-
sebul ltidak disimpangi atau di-
langgar. Mckanismenya yaitu ada
sistern pengujian baik  secara
yudisial alas  sctiap peraturan
perundang-undangan. atau ke-
bijakan maupun tindakan pe-
merintahan  lainnya, terhadap
peraturan  perundang-undangan
yang lebih tinggl tingkatannya atau
tingkat tertinggi yaitu UUD. Tanpa
konsckuensi tersebut, tata urmtan
peraturan perundang-undangan ti-
dak akan berarti. Bila demikian,
bisa terjadi,  Suatu peraturan
perundang-undangan tingkal ie-
bih rendah dapat tctap berlaku
walaupun bertentangan dengan
peratiran  perundang-undangan
tingkat lebih tinggi.

Pada tanggal 24 Mei 2004
DPR dan Pemerintah telah
menyetujul Rancangan Undang-
undang  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan
menjadi - Undang-Undang  (UU
No. 10 Tahun 2004). Undang-
undang ini menegaskan bahwa
Pancasila merupakan sumber dari
segala sumber hukum negara.
UUD Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 merupakan
hukum dasar dalam peraturan
perundang-undangan,

Jenis  peraturan perundang-
undangan, selain vang dischutkan di
bawah (lihat tabel 1), diakui

keberadaannya dan  mempunyai
kekuatan  hukum  mengikat
sepanjang diperintahkan oleh
peraturan  perundang-undangan
yang lebih tinggi, antara lain:
peraturan  yang dikeluarkan
oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dan DPR, De-

wan Perwakilan Dacrah
(DPD),  Mahkamah  Agung

(MA), Mahkamah Konstitust
(MK), BPK. Bank Indonesia,
Menteri, Kepala Badan, Lem-
baga atau Komisi yang setingkat
yang dibentuk olch undang-
undang atau pemerintah atas pe-
rintah undang-undang, DPRD Pro-
vinsi, Gubernur, DPRD Kabupa-
tenlKota, Bupali/Walikota, Ke-
pala Desa atau yang setingkat.

C. Kedudukan Peraturan
Daerah
Berkaitan dengan Peraturan

Daerzh, Pasal 7 Ayat (2) UU No.

10 Tahun 2004 menegaskan sch-

agai berikut:

4. Perda provinsi dibuat olch
Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah provinsi bersama de-
ngan gubernur.

b. Perda kabupaten/kota di-
buat oleh Dewun Perwa-
kilan Rakyat Daerah Kabu-
paten/kota bersama dengan
bupati/walikota.

¢. Peraturan Desa / peraturan
vang setingkat, dibuat oleh
Badan Perwakilan Desa  atau
nama lainnya bersama denean



kepala desa atau nama fainnya.
Kemudian dalam Pasal 12
ditegaskan, bahwa materi muatan

Peraturan Daerah adalah  seluruh

mater: muatan dalam rangka pe-

nyelengg‘araan otonomi daerah
dan fugas pembantuan, dan me-
nampung kondisi khusus daerah
serta  penjabaran  lebth  lanjut
peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggl.

Mnurut Undang-undang No.

10 Tahun 2004 hirarki peraturan

perundang-undangan adalah se-

bagai berikut

a. UU'D Negara Republik Tndo-
nesia Tahun 1945,

b. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Un-
dang-Undang.

¢. Peraturan Pemerintah.

d. Peraturan Presiden.

e. Peraturan Daerah:

13. Perda Provinst
2). Perda Kabupaten/Kota
3). Perdes/Peraturan yang Se-
tingkat
Untuk menganalisis permasa-
lahan di atas, penulis langsung
merujuk pada Undang-Undang No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerin-

tahan Dacrah. Berdasar Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004,

pcngaturan  proses  pembuatan

Perda dan Keuangan Daerah diatur

dalam Bab VI tentang Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah Pasal 136-149, dan BAB

VIII. tentang Keuangan Daerah
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terdiri 11 (scbhelas) paragraph dan
Pasal 135-194. Pasal 185 yang
sedang disoroti ini  terdapat di
dalam Paragraf Kesepuluh tentang
"Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Dan  Peraturan  Kepala
Dacrah tentang APBD. Perubahan
APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD™.

Apabila membaca pasal-pasal
vang mengatur soal Perda dan
Kecuangan daerah tersebut, dapat
ditarik kesimpulan bahwa dalam
pengaturan pembuatan Perda ada
pengawasan vang dilakukan oleh
pemerintah, baik pengawasan pre-
ventif maupun pengawasan repre-
sif. Pengawasan  preventif dapat
dibaca di paragraf kesepuluh ten-
tang evaluast Raperda dan Ran-
cangan Keputusan Daerah ten-
tang APBD, Perubahan APBD
dun Pertanggungjawaban pelaksa-
naan APBD. Evaluvasi diartikan
bertujuan untuk tercapainya kese-
rasian antara kebijakan Daerah dan
kebijakan nasional, keserasian
antara kepentingan  pubbk  dan
kepentingan aparatur, serta untuk
menelitt sejauh mana  APBD
Provinsi tidak bertentangan de-
ngan kepentingan umum, peraturan
yang lebth tinggl, dan Perda
lainnya. Sedangkan Pengawasan
represif dibaca di Pasal 145 Ayat
(1) yang mengatur bahwa Perda
harus disampaikan kepada peme-
rintah, jadi harus ada pelaporan
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tentang telah disahkannya sebuah
Perda.

Pasal 185 Undang-Undang No

32 Tahun 2004:
{13 Rancangan Pcrda Provinsi ten-

rang APBD yang telah dise-
tujui bersama dan rancangan
Peraturan  Gubernur  tentang
penjabaran APBD sebelum di-
tetapkan oleh Gubernur pa-
ling lambat 3 (tiga) hari
disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri untuk dieva-
Tuasi.

Hasil evaluasi  schagaimana
dimaksud pada avat (1) di-
sampaikan oleh Menteri Da-
lam Ncgeri kepada Gubermnur
paling lambat 15 (Iima belas)
hari terhitung sejak diterima-
nya rancangan dimaksud.
Apabila Menteri Dalam  Ne-
gert menyatakan hasil evaluasi
runcangan  Perda Provinsi
tentang  APBD  dan  ran-
cangan Peraturan Gubernur
lentang penjabaran APBD su-
dah scsuail dengan kepentingan
umum dan  peraturan  per-
undang-undangan yang lebih
tinggi. Gubernur.

{4y Apabila Menteri Dalam Ne-

geri menyatakan hasil eva-
fuast rancangan Perda Pro-
vinst tentang APBD dan ran-
cangan  Peraturan  Gubernur
tentang penjabaran APBLD ber-
tentangan dengan kepentingan
wnum  dan  peraturan  perun-
dang-undangan vang lebih ting-

gi. Gubermnur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan pa-
ling lama 7 (tujuh) hari terhi-
tung sejak  diterimanya  hasil
evaluasi.

(5)Apabila hasil evaluasi udak

ditindaklanjuti oleh Guber-
nur dan DPRD, dan Guber-
nur tetap menctapkan ran-
cangan Perda tentang APBD
dan rancangan Pcraturan Gu-
bernur  tenlang  penjabaran
APBD menjadi  Perda  dan
Peraturan  Gubernur.,  Mentert
Dalam Negeri  membatalkan
Perda dan Peraturan Gu-
bernur dimaksud sekaligus
menyatakan berlakunya pagu
APBD tahun sebelumnya.

Pasal 145 Undang-Undang No

32 Tahun 2004
(1) Perda disampatkan kepada

Pemerintah paling lama 7
(tujuh) hart setelah ditcrap-
kan.

(2) Perda sebagaimana dimuk-

sud pada Ayat (1} yang
bertentangun dengan kepen-
tingan umum dan/atau peratur-
an perundang-undangan yang
lecbih tinggi dapat dibatalkan
oleh pemerintah.

(3} Keputusan pembatalan Perda

sebagaimana dimaksud pada
Avat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Presiden paling la-
ma 60 (enam puluh) hari sejak
diterimanya Perda sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1),



(4) Paling lama 7 (tujuh} hari se-
telah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada
ayatl (3), kepala daerah harus
memb*f:rhentikan pelaksanaan
Perda dan selanjutnya DP-
RD bersama kepala daerah
mencabut Perda dimaksud.

(5) Apabila provinsi/kabupaten/
kota tidak dapat menerima
keputusan pcmbatalan Perda
sebagaimana dimaksud pada
Ayat (3} dengan alasan yang
dapat dibenarkan oleh per-
aturan  perundang-undangan,
kepula daersh dapat mengaju-
kan keberatan kcpada Mah-
kamah Agung.

(6) Apabila keberatan sebagai-
mana dimaksud pada Ayat
(3) dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, putusan Mahka-
mah Agung terschut menya-
takan Peraturan Presiden men-
jadi batal dan tidak mempunyai
kekuatan bukum.

(7) Apabila Pemerintah tidak me-
ngeluarkan Peraturan Presiden
untuk membatalkan Perda
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Perda dimaksud
dinyatakan berlaku.
Pembentukan Perda adatah

proses pembuatan peraturan daerah

yang pada dasarnya dimulai dari
perencanaan, pembahasan, teknik
penyusunan, perumusan, pemba-
hasan, pengesahan, pengundangan
dan penvebarluasan. Dalam mem-
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persiapkan pembahasan dan, pe-
ngesahan rancangan  peraturan
daerah menjadi peraturan daerah,
harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang men-
jadi landasannya, seperti UU No.
32 Tahun 2004, UTU No. 10 Tahun
2004, duan peraturan pelaksanaan-
nya seperti Peraturan Menteri, dan
lain-lain. Demikian pula dalam
pembentukan Perda ada asas-asas
yang harus  diperhatikan meli-
puti asas kejelasan tujuan, kelem-
bagaan, kcscsuaian, dapat dilak-
sanakan, kedayagunaan, kejelas-
an rwmusan dan keterbukaan. Di
datam materi muatan Perda juga
ada asas-asas yang harus di-
junjung tinggi yaitu asas penga-
yoman, kemanusiaan,  kebang-
saan, kckeluargaan, Kkenusanta-
raan, Bhineka Tunggal Ika,
keadilan, kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerin-
tahan, ketertiban, keseimbang-
an. keserasian dan keselarasan,

IV.PENUTUP

Sesual dengan permasalahan
yang dibahas dalam tulisan ini
bahwa ada intervensi Menteri
Dalam Negeri dalam  pembentukan
Perda, maka menurut penulis, yang
harus  digarisbawaht  adalah ru-
musan  vang terdapat di dalam
Pasal 145 Ayat (1) dan Pasal 185
Ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004.
Menurut Pasal 145 Ayat (1)




FRA HUKUM NO. I/TH. 14/SEPTEMBER 2006

Perda vang sudah disahkan wajib
dilaporkan kepada pemerintah.
Bila dikaitkan dengan Pasal 1
angka 1 UU No. Tahun 2004 di-
maksud pemerintah berarti Presi-
den."scdangkan pemerintah menu-
rul Pasal 1835 Avyat (5), khusus-
nya, untuk Perda APBD adalah
Menteri Dalam Negeri. Ini adalah
hentuk  ketidakkonsistenan  UU
No. 32 Tahun 2004 dan itu adalah
cacat hukum. Kesimpulan yang
ditarik adalah UU No. 32 Tahun
2004 periu ditinjau kembali.

DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo. Prajudi. (1988). Hukuni
Administrasi Negara. Cetak-
an 9. Jakarta: Ghalia Indo-
nesia,
Gordon. George J. (1982). Public
Administration in America,
Second Edition. New York :
St. Martins Press.

Huda, Nitmalul. {2007). Pengawas-
ann Pusat terhadap daerah,
dalam penyelenggaraan pe-
merintahan daerah, Yogya-
karta: FI1 UIL Press.

Manan. Bagir. (2001). Menyongsong

Fajar  Qtonomi  Daerah.
Yogvakarta: FH UII

€«»

Mosher. Frederick C. (1982). Deno-
cracy and the Public Ser-

vice, Second Edition. New
York: Oxford  Univerity
Press.

Napitupulu, Paimin. (2000). Menuju
Pemerintahan Perwakilan.
Bandung: Alumni.

Nugraha, Safri. Et.al. (2005). Hukum
Administrasi Negara. Jakar-
ta: Badan Penerbit FH-UL

Situmorang, Victor. {1989}, Dasar-
Dasar Hukum Administrasi
Negara. Jakarta: Bina Ak-

sara.

Soeprapto, Maria  Farida  Indrati.
(1998). Ilmu Perundang-
Undangan, Dasar-Dasar

dan Pembentukannyva. Yog-
yakarta: Penerbit Kanisius.



